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Menurut Leo Agustino, (2008: 138) dalam praktiknya implementasi
kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang
bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada
dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program;
atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik
tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai
peraturan pelaksanaan. (Nugroho Rian. D, 2006: 494).
Selanjutnya Riant Nugroho menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung
dimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti: Kepres,
Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan
kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-undang
dan PERDA.
Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau
pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach. Edwards III
mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu
mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat
keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut
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dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses
implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan
struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut
menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. (Edward III,
George C, 1984: 9-10)
Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila
jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi,
kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya,
meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi
yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna
melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana
terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating
prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.
Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi
dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1)
adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk
menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh
pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran
dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala
kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4)
awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya
waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
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Menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat dua perspektif dalam analisis
implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik.
Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat
sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang
Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata
agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga
oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai
faktor dalam lingkungan politis. (Mazmanian, Daniel. A and Paul A. Sabatier,
1983: 5)
Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap
kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi
dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya
input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan
preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini
terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh
konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.
Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual”
dalam implementasi kabijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur
administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan
agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif
kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. (Ripley,
Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986: 11)
Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan,
13
yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang
diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif
kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor
yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan
implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.
Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu
sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor
eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif.
Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang
juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang
mempengaruhi implementasi kebijakan.
Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat
dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap
implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan
implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan
oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat
sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-
organisasional, atau pendekatan faktual.
Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif
proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program
pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara
lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.
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Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala
program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja
berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak
yang dihasilkan, atau sebaliknya.
Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005: 90) memberikan
pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:
(1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi. dan
keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sebagaimana
Gambar 2.1 berikut ini:
Gambar 2.1










Dari Gambar 2.1 tersebut di atastersebut, dapat diuraikan lebih lanjut
sebagai berikut:
1. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan
dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di
bawahnya.
2. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah,
bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.
3. Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana
yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan ;
4. Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau
disposisi aparat pelaksana
Pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan
lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para,
pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang
diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh
suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.
Menurut Meter dan Horn dalam Nogi (2003;14) merumuskan secara
sederhana faktor yang dapat mempengaruhi proses imlementasi kebijkan yang
tidak sesuai dengan yang diharapkan, meskipun kebijakan pemerintah daerah
sudah dirancang sedemikian rupa, hal-hal yang membuat suatu pelaksanaan
kebijakan gagal antara lain;
a. Kebijakan yang dibuat spesifikasinya tidak lengkap.
b. Intansi yang ditunjuk untuk pelaksanaan kebijakan tidak cocok.
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c. Adanya tujuan yang sating berlawanan.
d. Insentif yang tidak memadai.
e. Ketidak jelasan arah kebijakan dengan implementasi kebijakan.
f. Keterbatasan keahlian.
g. Sumber administrasi yang tidak jelas.
h. Kegagalan komunikas.
Menurut Grindel dalam Nogi (2003;15) keberhasilan implementasi kebijkan
dipengaruhi oleh isi (content) dan konteks (context) kebijakan;
a. Isi Kebijkan (policy content)
Isi kebijakan ini meliputi :
1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.
2. Bentuk manfaat yang diberikan
3. Luasnya perubahan yang diinginkan
4. Letak pembuatan keputusan yang berkaitan dengan banyaknya
intansi yang terlibat dalam pembuatan keputusan implementasi
kebijakan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber daya manusia (SDM) maupun non-SDM
b. Kontesk implementasi
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik kelembagaan.
3. Sikap tanggap dari para pelaksan.
Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya
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kesesuaian antar pelaksana/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan sasaran
kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau basil yang positif bagi
pemecahan permasalahan yang dihadapi.
Menurut Wilson dalam Soenarko (2005;180) lebih sulit melaksanakan suatu
undang-undang dasar atau peraturan-peraturan dibandingkan dengan
membentuknya. Mengenai pelaksanaan (implementation) suatu kebijaksanaan,
sesungguhnya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan sejak kebijaksanaan tersebut
dalam perumusan dalam proses penetapannya. Namun, perlu pula kita mengetahui
dengan baik bagaimana pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah itu harus
dilakukan.
Menurut Sumaryadi (2005;80) Implementasi kebijakan adalah suatu
keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan
terjadinya perbedaan antara apa yang di harapkan (direncanakan) oleh pembuat
kebijaksanaan dengan apa yang sesungguhnya di capai (sebagai hasil atau prestasi
dari pelaksanaan kebijaksanaan), perbedaan tersebut tergantung pada
implementation capacity dari organisasi birokrasi pemerintahan atau kelompok
organisasi/aktor yang di percaya mengemban tugas mengimplementasikan
kebijaksanaan tersebut.
Menurut Syaukani (2002; 259) implemnetasi dapat dikatakan salah satu
proses kebijakan publik dalam suatu pemerintahan, biasanya sebuah implemntasi
dilaksanakan setelah sebuah kebijaksanaan ditetapkan, maka dari pemahaman
tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas
dalam rangka menghantarkan kebijakasanaan kepada masyarakat sehingga
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kebijakasanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan
lanjutan yang merupakan interpensi dari kebijakasanaan tersebut. Kedua,
menyiapakan sumber daya guna menggerakan implementasi termasuk didalamnya
sarana dan prasana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan yang ketiga adalah
bagaimana mengantarkan kebijaksanaan tersebut secara konkrit ke masyarakat.
Selanjutnya Edwards dalam Sujianto (2008 : 38) menyatakan pendekatan
yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah
intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi kebijakannya
yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakannya
sukses? Untuk itu perlu dipertimbangkan empat faktor kritis dalam
mengimplementasikan kebijakan publik yaitu:
1. Komunikasi
Komuniksi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-
perintah dan arahan-arahan (informasi) dan sumber pembuat kebijakan kepada
mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksakan
kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe
komunikasi yang diajukan oleh Edward III termasuk pada tipe komunikasi
vertikal.
2. Sumber Daya
Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi
kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan
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tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai maka kebijakan akan mengalami
kebijakan kesulitan dalam mengimplementasikanya. Sumber daya yang
dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian
yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang
diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang
diharapkan. Memadai yang dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus
sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun kemampuanya, dan
keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun material. Indikator yang
digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah:
a. Jumlah staff atau pelaksana dan kemampuanya baik secara teknis
maupun material
b. Dukungan fasilitas baik berupa dana maupun infrastruktur lainya di
lapangan
c. Wewenang para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.
3. Sikap (disposisi)
Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, ini
seining dengan apa yang dikemukakan oleh Meter and Horn disposisi yang
diartikan sebagai motifasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan
kebijakan. Menurutnya ada tiga hal yang terdapat didalam disposisi atau sikap
pelaksana yang merupakan unsure penting dalam implementasi yaitu:
a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan
b. Arah respon dari para pelaksana terhadap palaksana implementasi
kebijakan (penerimaan dan penolakan)
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c. Intensitas dari respon.
4. Struktur Birokrasi
Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan
sudah mencukupi dan para implementor mengetahui dan bagaimana cara
melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif karena ketidak efisienan
struktur birokrasi yang ada. Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling
sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan.
a. Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau yang sering disebut
sebagai Standart Operating Procedures (SOP).
b. Adapun pengaruh struktur organisasi bagi implementasi SOP adalah
menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi.
Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit organisasi, seperti
komite-komite legislatif, kelompok-kelompo kepentingan, pejabat-pejabat
eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi
birokrasibirokrasi pemerintahan.
1.2. Kebijakan
Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008: 7), mendefinisikan kebijakan
sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga
menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan
tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena
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bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan
daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman
sebagai berikut :
a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari
administrasi
c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit
maupun implisit
g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi
dan yang bersifat intra organisasi
i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci
lembaga-lembaga pemerintah
j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.
Kebijakan suatu proses yang dapat tercipta dalam sebuah mekanisme
interaksi antar individu terutama saat Negara hanya dapat menyediakan ruang
pertarungan bagi  berbagai kepentingan, pertarungan dan pertukaran tersebut
menimbulkan sebuah  mekanisme sendiri yaitu pasar.  (Santoso, Purwo, Hasrul
Hanif, Rachmad Gustomi, 2004: 57)
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Richard Rose dalam Budi Winarno (2005: 17) juga menyarankan bahwa
kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak
berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan
daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut
setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan
keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah
atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan
bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan
atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di
dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai
alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum
tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan
merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara
individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila
tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana
telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.
Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan
Van Meter dan Horn dalam Grindle bahwa tugas implementasi adalah
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membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan
melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan (policy stakeholders).
Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu
kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan
lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan
yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang
optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah
ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di
dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung
pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan
tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan
positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga
lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan.
Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan
sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga
aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung
dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.
Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai
berikut:
a. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan
memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian
merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
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b. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang
hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan
diformulasikan.
c. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan
masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan.
d. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan
persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal.
Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model
skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-
lain.
e. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas
dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan.
Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum,
politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
f. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan
menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran
lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif
dalam pencapaian tujuan.
Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian
alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal
dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.
1.3. Implementasi Kebijakan
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Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sangat
bervariatif bentuknya,Young dan Quinn dalam Suharto (2005: 44)
mengemukakan beberapa konsep kunci yang memuat dalam kebijakan yaitu
sebagai berikut:
a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijkan publik adalah tindakan
yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintahan yang
memiliki badan kewenangan hokum, politis dan financial untuk
melakukannya.
b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan
publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang
berkembang dimasyarakat.
c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuaan. Kebijkan publik
biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari
beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai
tujuaan tertentu demi kkepentingan orang banyak.
d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukansesuatu.
Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk
mencegah masalah social, Namun kebijakan public bias juga
dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah sosial akan dapat
dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karena nya
tidak memerlukan tindakan tertentu.
e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor.
Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap
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langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam
kebijakan publik bias dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun
oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.
Dunn dalam Azam (2010: 26) mengemukakan bahwa proses pembuatan
kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses
kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersehut dijelaskan
sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, Implementasi
kebijakan dan peneilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan berupa
sebuah aktifitas yang diarahkan tujuaan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan
aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuaan untuk mempengaruhi
prospektif, altematif dalam arah yang dikehendaki.
Sementara itu Suharto (2005: 7) mengatakan kebijakan adalah suatu
ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak
yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuaan tertentu.
Tujuaan kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap
kebijakan publik itu bisa berjalan secara terbaik. Disamping itu menurut soetopo
(2005:10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Kaplan
mendefinisikan Kebijakan public sebagai suatu program yang di proyeksiakan
dengan tujuan-tujuan tertentu, Nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu.
Menurut Dunn (dalam Azam 2010:27) tahap-tahap dalam proses
pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut;
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1. Fase penyusunan agenda,disini pejabat yang dipilih dan di angkat
mcnempatkan masalah kebijakan pada aeenda publik.
2. Fase formulasi kebijakan,disini pejabat merumuskan alternatif kebijakan
untuk mengatasi masalah.
3. Adaopsi kebijakan,disini alternative kebijakan dipilih dan diadopsi
dengan dukungan dan mayoritas kelembagaan.
4. Implementasi kebijakan.disini kebijakan yang akan diambil dilaksanakan
oleh unit-unit administratsi dengan sumber daya yang dimilikinya
terutama financial daan manusia.
5. Penilain kebijakn ,disini pembuat kebijakan dan pelalcsanaan kebijakan
akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.
Beberapa konsep kcbijk'an publik diatas pada dasarnya memandang
kebijkan publik sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan aktor kebijkan. Hal
yang sama dikemukakan oleh Wahab (dalam Azam Awang 2010:26), yakni
serangkaian keputusan yang sating berkaitan dengan yang diambil oleh seorang
aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih
beserta cara- cara untuk mmencapainya dalam situasi dimana keputusan-
keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangna dan
kekuasaan dari para aktor tersebut.
Definisi diatas memberikan gambaran bahwa kebijkan publik terjadi
karena tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul
dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Kebijkan ini
dapat dipandang sebagai sebuah proses perumusan kebijkan yamg
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ditetapkan.di laksanakan.dan dievaluasi melalui tahap-tahap seperti identifikasi
masalah,pengesahan formulasi, imlementasi kebijkan dan evaluasi kebijkan. Dye
(dalam azam awang 2010;27)
Pada intinya ada tiga prinsip kebijakan yang menjadi fokus dalam
mempelajari suatu kebijkan, yaitu formulation, implementation, dan evaluation.
Studi implementasi berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sekali
program pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan
kebijakan publik adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting
dari pada pembuatan kebijkan. Kebijkan-kebijakan akan sekedar impian atau
rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Azam Awang 2010: 28)
menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus
perhatian implementasi kebijakan,yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah
disahkan nya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk rnennimbulkan akibatidampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian.
Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli diatas penulis dapat
menyimpulkan bahwa implementasi kebijkan publik itu sunnguh tidak hanya
mcnyangkut perilaku badan-badan adrninistrasi yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran,
melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang
langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang
29
terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intends)
maupun yang tidak diharapkan (negative effect).
1.4. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan
Menurut Hogerwerf dan Gunn (dalam Azam Awang 2010: 29) untuk dapat
mengimplernentasikan kebijakan Negara secara sempurna (perfect
implementation), diperlukan beberapa persyaratan yaitu;
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak
akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
b. Pelaksanaan programnya harus tersedia waktu dan sumber yang
cukup memadai.
c. Paduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d. Kebijkan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu
hubungan kausalitas yang andal.
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung hanya sedikit penghubung
mata rantainya.
f. Hubungan ketergantungan harus kecil.
g. Pemaharnan yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam unit yang tepat.
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenamg kekuasaan dapat menuntut
dan mendapatkan kepatutan yang sempurna.
Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan
mekanisme penjabaran atau operasinal dari keputusan politik kedalam
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prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut
masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh dari suatu kebijkan.
Dalam aktivitas implementasi kebijkan melibatkan berbagi faktor, baik supra
struktur maupun insfrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam tataran
implementasi kebijakan.
Menurut Goerge Edward III (Dalam Azam Awang 2010: 41-44) ada empat
faktor atau indikator yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan
menjadi efektif, yaitu;
1. Komunikasi
Komunikasi merupakan salah sate variabel penting yang mempengaruhi
implementasi kebijkan publik komunikasi sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik
implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan
mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan informasi yang
diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat rnelalui
komunikasi yang baik terdapat tiga indikator yang dapat digunakan
dalam mengukur keerhasilan variabel komunikasi.
a. Transmisi
Penyaluran komunikasi yang balk akan dapat men2hasilkan suatu
implementasi yang baik pula.seringkali terjadi masalah dalam
penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian
(miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi
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yang harus dilalui dalam proses komunikasi.sehingga apa yang
diharapakan sesuai di tengah jalan.
b. Kejelasan
Komunikasi yang diterima plen pelaksana kebijakan (street level
bereaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak
ambigu/mendua.
c. Konsistensi
Perintah yang diberikan dalam pelaksana suatu komunikasi hams
konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah
yang diberikan sering berubaha ubah, maka dapat menimbulkan
kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
2. Sumber Daya
Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakanjika
implementasi kebijkan ingin berjalan dengan efektif maka implementor
tidak harus mengetahui apa yang harus diperbuat dan mempunyai
kapabilitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi juga mereka hams
berhasrat untuk membawa implementasi itu ketataran praktis.
3. Disposisi
Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara
pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya




Implementasi kebijakan yang bersifat komplek menuntut adanya
kerjasama banyak pihak.ketika struktur birokrasi tidak kondusif
terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan
menyebaabkan ketidak efektifan dan menghambat jalanya pelaksana
kebijakan. Maka mernehami struktur birokrasi merupakan faktor yang
fundamental untuk menngkaji implemntasi kebijakan publik.
1.5. Pelayananan
Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (Lijan Poltak Sinembela, 2011: 4)
Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesatuan, dan menawarkan kkepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada
suatu produk secara fisik. Disamping itu Sampara (Lijan Poltak Sinambela, 2011:
5) Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antar seseorang atau dengan orang lain atau mesi n secara fisik
dan menyediakan kepuasan pelangggan. Sementara Dalam Kam ua Besar Bahasa
Indonesia dijelaskan Pelayanan sebagai hal, cara, atau basil pekerjaan melayani.
Sedangkan melayani adalah menyediakan keperluan
orang,mengiyakan,menerima, menggunakan.
Pelayanan adalah sebagai setiap kegiatan yang diikakukan oleh peme rintah
terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap vana menguntungkan dalam
suautu kumpulan atau kesatuan , dan menawarkakn kepuasan meskipun hasilnya
tidak terikat paada suatu produk secara fisik. (Lijan Poltak Sinambela, 2011:5 ).
Selanjutnya Dalam Keputusan MENPAN No. 63 / KEP / M.PAN /7 / 2003 (Lijan
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Poltak Sinambela, 2011: 5) Pelayanan diarti kan sebagai pemberi layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarkat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpilkan bahwa pelayanan
adalah merupakan suatu proses atau rangakaian kegiatan dimana didalamnya
terdapat suatu usaha unntuk membnatu menyiapkan (mengurus) apa yang
diperlukan oleh orang lain.
Manusia dalam hidupnya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan cara
melakukan aktifitas oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Aktifitas adalah
proses penggunaan akal, panca indra dan anggota badan.
Dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk
mendapatkan sesuatau yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa.
Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain inilah yang disebut
sebagai pelayan (Moenir, 2010: 16). Untuk melihat secara lebih jelas mengenai
aktifitas pelayanan sebgai suatu proses dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;
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Gambar 2.1 pelayanan sebagai proses
(Gambar. H.A.S. Moenir)
Dan gambar di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara kodrati manusia
dalam memoertahankan hidupnya sangat memerlukan pelayanan baik dari diri
sendiri maupun melalui karya orang lain.
1.6. Izin Usaha
Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk
mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah,
izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan
peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana












Menurut Ateng Syarifudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan
halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan
izin memerlukan perumusan limitatif. (Ridwan, Juniarso dan Achamad Sodik,
2009: 92)
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Gnagguan. Pasal 1 huruf (h) menjelaskan bahwa; Izin tempat Usaha adalah
izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota
untuk mendirikan atau memperluas perusahaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.
Selanjuntnya Pasal 4 ayat (1) dan (2);
(1) Izin Tempat Usaha berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun atau
jangka waktu tertentu (kurang dari 5 tahun).
(2) Izin Tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu, dikeluarkan atas
dasar beberapa pertimbangan tertentu selain persyaratan yang telah
ditetapkan.
Ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh izin tempat usaha sesuai
dengan yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1);
1. Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara
mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian
yang telah ditetapkan untuk itu oleh Walikota dengan dilampir :
a. Skema lokasi tempat usaha.
b. Luas tanah / bengunan tempat usaha dan atau Sertifikat / Surat
tanah.
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c. Surat izin persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan dan atau surat
perjanjian sewa-menyewa kedua belah pihak bila tanah/ bangunan
tersebut bukan milik pengusaha atau pemohon.
d. Surat keterangan/bukti lunas/Retribusi Daerah (Fisikl Daerah) yang
dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
e. Gambaran bangunan/gambar kerja/bestek.
f. Perhitungan konstruksi dan fondasi.
g. Data mesin yang dipakai.
h. Jumlah tenaga kerja.
i. Study Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDA) dan atau
Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan usah Pemantauan
Lingkungan (LPL) bila diperlukan menurut peraturan yang berlaku.
j. Memiliki racun api, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Dinas Pemadam Kebakaran.
2.7    Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin
Gangguan
Berdasarkan Pearturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000
tentang Izin Tempat Usaha menyatakan bahwa : ( pada pasal 2)
“ setiap pengusaha yang mendirikan dan atau  memperluas tempat-tempat
usahanya diwajibkan memiliki izin usaha”
( pada pasal 3)
1. Kewajiban memiliki izin tempat usaha sebagaimana maksud
pasal 2 peraturan daerah ini adalah bagi pengusaha yang
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menggunakan tempat usaha baik untuk kepentingan usaha jenis
HO (Hinder Ordonantie) maupin jenis non HO.
2. Usaha-usaha yang tergolong dalam jenis HO sebagaimana
dimaksud ayat 10 pasal ini : uasaha-usaha yang tergolong
kedalam jenis usaha yang diatur dalam instruksi Presiden
Republik Indonesia seperti, hotel, biro perjalanan, rental,
restoran, rumah makan dan objek wisata.
Adapun ketentuan persyaratan dan tata cara meperoleh izin tempat usaha :
Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan untuk
itu oleh walikota dengan dilampir:
1. Skema lokasi tempat usaha
2. Luas tanah/bangunan tempat usaha/surat tanah
3. Surat izin persetujuan dari pemilik tanah/surat perjanjian menyewa
4. Surat keterangan/bukti lunas/ retribusi daerah yang dikeluarkan oleh dinas
pendapatan daerah
5. Gambaran Bnagunan
6. Perhitungan kontruksi dan fondasi
7. Data mesin yang diapaki
8. Jumlah tenaga kerja
9. Study analisis mengenai dampak lingkungan (AMDA) dan atau usaha
pengelolaan lingkungan ( UKL) bila diperlukan menurut peraturan yang
berlaku
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10. Memiliki racun api yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas
pemadam kebakaran
Bagi usaha yang tergolong non HO , pemohonnya cukup dilampiri huruf a,b,c.d
dan j.
2.8. Konsep Pelayanan dalam Pandangan Islam
Pelayanan menurut konsep Islam amanah, jujur, dan adil sangat diutamakan
demi terciptanya kepercayaan antara pemerintah dengan rakayatnya, dan
pelayanan sangat mudah terjadinya suap-menyuap  (sogokan) dalam suatu urusan,
dalam hal ini pengurusan izin usaha antara pengurus dengan yang mengurus, di
Negara kita juga ada pemimpin yang membuat sebuah urusan mudah dengan
membayar uang suap. Pada hal dalam Islam peberi suap dan penerima suap sama-
sama mendapat dosa dari Allah SWT.
Dalil-dalil secara umum dan khusus masalah pelayanan, sebagaimana










“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-nisa’: 58)
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Firman Allah SWT, menjelaskan bahwa kita selalu menjaga hak-hak setaip








“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka
Sesungguhnya mereka Telah memikul kebohongan dan dosa yang
nyata”. (QS. Al-An’am: 58)





Artinya; “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika
Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami,
niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”. (QS.
Al-‘araf : 23)
2.9. Kerangka Pemikiran
Adapaun kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut;
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran
Implementasi Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012
tentang Retribusi Izin Gangguan
Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru
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Adapun indikator penelitian adalah sebagaimana pada tabel berikut;
Tabel 2.1. Indikator Penelitian












1. Mengadakan Sosialisasi terhadap
kebijakan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012
tentang Retribusi Izin Gangguan.
2. Memberikan tata cara dan
persyaratan perizinan sesuai
kepada mayarakat mengenai
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Gangguan.
3. Memberikan sanksi administrasi
kepada masyarakat tentang
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Gangguan
1. Menyediakan sumber daya manusia
yang Kualitas sebagai pelaksana
kebijakan
2. Menyediakan SDM yang memiliki
kemampuan dalam pelaksanaan
kebijakan
3. Menyediakan sarana dan prasarana
dalam pelaksanaan kebijakan
1. Melaksnakan pemungutan retribusi
atas dasar pencapaian kinerja.
2. Tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentifnya
3. Pemberian insentif melalui APBD
1. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksana kebijakan
2. Penyimpangan SOP yang terjadi
dalam melaksanakan kebijakan
3. Memiliki tanggungjawab untuk
bekerja.
Sumber data: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Gangguan
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2.11. Defenisi Konsep
Berdasarkan kajian teori diatas, maka penulis memparkan defenisi konsep
dalam penelitian ini;
1. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua
pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari
kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.
2. Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. Implementasi kebijakan adalah membangun jaringan yang
memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas
instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan.
4. Izin tempat Usaha adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk atas nama Walikota untuk mendirikan atau memperluas
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perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Warung Internet atau warnet adalah salah satu bentuk usaha yang
dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan
dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya. Yang dikenakan biaya per
jam atau lebih, sesuai lama penggunaannya.
2.12. Teknik Pengukuran
Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan
maka penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur
indikator penelitian dengan skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur
sikap dan pendapat dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang disebut
variabel penelitian. Adapun variabel penelitian adalah tentang Implementasi
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan  Tampan Kota Pekanbaru).
Dengan skala likert, maka variabel penelitian akan diukur dan dijabarkan
menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak
untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau
pertanyaan (Sugiyono, 2007:107).
Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai
gradasi dari segi positif sampai sangat negatif, atau dari baiak sampai kurang baik,
yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan peranan dalam penelitian ini, maka


















Kemudian untuk menganalisa masing-masing indikator variabel penelitian
terlebih dahulu harus ketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula;
Dari formulasi di atas, dapat diketahui dari 5 sub indikator yaitu;
Skor Tertinggi : 3 x 36 x 5 = 540
Skor Terendah : 3 x 36 x 1 = 108
Interval : 540-108 = 86
5
Dari hasil diatas untuk mengetahui penilaiandari masing-masing indikator
variabel Implementasi  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012
tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di
Kelurahan Simpang Baru Kecamatan  Tampan Kota Pekanbaru), maka dapat
dilihat sebagai berkut;
1. Komunikasi,untuk pengukuranya dengan 3 sub indikator yang dinilai
dari 36 responden dengan skor tertinggi 540 dan skor terendah 108
dengan interval 86 dapat dinyatakan:
Skor Tertinggi : Jumlah Sub Indikator x Jumlah Resposden x Nilai Tertinggi
Skor Terendah : Jumlah Sub Indikator x Jumlah Resposden x Nilai Terendah
Interval : Skor Tertinggi-Skor Terendah
Skala
45
Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 454-540
Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 367-453.
Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 280-366
Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 136-279
Tidak Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 49-135
2. Sumberdaya, untuk pengukuranya dengan 3 sub indikator yang dinilai
dari 36 responden dengan skor tertinggi 540 dan skor terendah 108
dengan interval 86 dapat dinyatakan:
Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 454-540
Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 367-453.
Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 280-366
Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 136-279
Tidak  Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 49-135
3. Disposisi, untuk pengukuranya dengan 3 sub indikator yang dinilai dari
36 responden dengan skor tertinggi 540 dan skor terendah 108 dengan
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interval 86 dapat dinyatakan:
Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 454-540
Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 367-453.
Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 280-366
Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 136-279
Tidak  Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 49-135
4. Struktur Birokrasi, untuk pengukuranya dengan 3 sub indikator yang
dinilai dari 36 responden dengan skor tertinggi 450 dan skor terendah
108 dengan interval 86 dapat dinyatakan:
Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 454-540
Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 367-453.
Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 280-366
Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 136-279
Tidak Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 49-135
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Kemudian untuk menganalisa implementasi Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguant, terlebih
dahulu harus ketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula;
Dari formulasi di atas, dapat diketahui dari 5 sub indikator yaitu;
Skor Rata-rata Tertinggi : 4 x 36 x 5 = 720
Skor Rata-rata Terendah : 4 x 36 x 1 = 144
Interval : 720-144 = 115
5
Dari hasil diatas maka untuk mengetahui setiap rekapitulasi tanggapan
responden terhadap Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi
secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil rekapitulasi setiap
sub indikator variabel dan dibagi dengan jumlah indikator variabel penelitian
Implementasi  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012tentang
Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan  Tampan Kota Pekanbaru), maka dapat dilihat sebagai
berkut;
Sangat Baik : apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh dari
kuisioner berada    pada interval 605-720
Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
Skor Tertinggi : Jumlah Indikator x Jumlah Resposden x Nilai Tertinggi
Skor Terendah : Jumlah Indikator x Jumlah Resposden x Nilai Terendah




Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 373-488
Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 257-372
Tidak  Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 141-256
